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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR  52  TAHUN 2023 

 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

 

BUPATI SAMPANG, 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 360 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 
Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja 

Perangkat Daerah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2023. 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6409); 
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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8. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);; 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
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Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 259); 
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo- Lamongan, 

Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan 
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa 



 - 5 - 
  

Sekda Ass. 
PKR 

Kabag 
Hukum 

Ka. 
Bappelitbangda 

    

 

Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 94); 

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2022 Nomor 35 Seri E); 
31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 42 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 42 Seri E); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 

Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1   Tahun 
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2012 Nomor 1); 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2012 Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2022 Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2022 Nomor 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3); 

38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2022 Nomor 65); 
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39. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sampang Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 78); 

40. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daeran Kabupaten Sampang (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 129); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 

2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 
2023 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 
Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor : 78), 
diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat 
Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai dokumen penjabaran Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten 

Sampang Tahun 2023; 
b. Sebagai instrumen evaluasi kinerja tahunan Perangkat 

Daerah; 

c. Sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun 
Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat 
Daerah terdiri dari:. 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 
DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN 

BERJALAN 

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 
BAB IV : PENUTUP 

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan 

sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), isi 
beserta uraian program/kegiatan tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
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Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di : Sampang 

Pada tanggal  :  25 Agustus 2023 
 

BUPATI SAMPANG, 

 
ttd 

 

SLAMET JUNAIDI 
 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal    :  25 Agustus 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

ttd 
 

 

YULIADI SETIYAWAN 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR: 52 
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